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an kepada  masimmaaloperad

Sirerbitkan lzin  Operasiaanal  peopisnggss

AL aals 11 Tand
Pendidikan Anak Usia Dt

AT AT
bahwa senerbitan lzin Qperastonal

by

Ui

penyelenggamaan Pendidikan Anak Usia Dl
(PAUD) schagaimana dimaksud butlr a dipandang
cerdu dimtur dan ditetapkan dengan  Reputusan

Kepala Dinas Pendidikan Rabupaten Manggamt,

Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1938 tentang

Pembentukan Daemah - Dacrah Tingkat 1l dalam

«h Daerah - Daerah Tingakut 1 Ball, Nusa

Wilay
Tenggara  Bamat dan Nusa Tenggam  Timwur

(Lembaran Negam Republik  Indonesia  tahun

1058 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negat®

Republik Indonesia Nomor 10831
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10.

11.

Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentans

kesejahteraan Anak;
Undang - Undang No
sistem Pendidikan Nasional;

g Nomor 10 Tahu

peraturan perun
ndonesia
Negara Republik

mor 20 Tahun 2003 tentang
n 2004 tentalg
dang-Undangan
Tahun 2004

Undang-Undan

pembentukan
(Lembaran Negara Republik I

Nomor 53, tambahan lembararl

Indonesia Nomor 4389);
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

aerah (Lembaran Negara Republik

Pemerintah D
244, Lembaran

Tahun 2014 Nomor

Rebublik indonesia
ah beberapa Kkali terakhir

Nomor 9 tahun 2015
atas Undang-Undang
Pemerintah Daerah
esia Nomor

Indonesia
Nomor 5587),

Negara
Sebagaimana telah diub
dengan Undang-Undang
tentang perubahan kedua
Nomor 23 Tahun 2014 tentang
an Negara Rebublik Indon

(Lembar

5679);

Peraturan pemerintah Nomor 73 Tahun 1991
tentang pendidikan Luar Sekolah;

ah Nomor 25 Tahun 2000

tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan
sebagai Daerah  Otomom Daerah

Propinsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
ara Republik

r 201, tambahan Lembaran Nag

Peraturan Pemerint

Nomo

Indonsia Nomor 3952);
r 17 Tahun 2010

penyelenggaraan

Peraturan Pemerintah Nomo

tentang pengelolaan dan
Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010

tentang pengelolaan penyelenggaraan Pendidikan;

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015

tentang standar Nasional Pendidikan;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tantang standar pelayanan minimal;

peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaafl
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13.

14.

15.

Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA :  Memberikan izin operasional

pendirian satuan Pendidikan Nonformal;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang

pendirian Satuan Anak Usia Dini;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014
tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia
Dini;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014

tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anaka Usia
Dini;

Permendikbud N
peserta Didik Baru pada Taman

omor 44 tahun 2019 tentang

penerimaan
ak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah

Kan
Sekolah

Pertama, Sekolah Menengah  Atas,
Menengah Kejuruan.

Panduan tata cara pendirian dan pe
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pendidikan
Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Direktorat

Pembinaan dan Pendidikan Masyarakat Tahun

nutupan

2014,
MEMUTUSKAN:

penyelenggaran

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama lembaga
Nama Pengelola
tanggal pengusulan

Alamat

PAUD SPS MENTARI PAGI
Felisiana Nurhayati, S.Pd

13 Agustus 2020

Rentung, Desa Belang turi,
Kecamatan Ruteng,

Kabupaten Manggarai
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e b b B
u '
gas dan Kewajiban Pengelola LEEEEEET

Sebagai berikut:
program PAUD untuk
Anak Usia

1.\Bertugas menyelenggarakan
memenuhi kebutuhan Pendidikan bagi
Dini dan Pendidikan Nonformal.

2. Dalam menyelenggarakan kegiatan P
satuan PAUD wajib menaati segala ketentuan

ada lembaga

peraturan perundang—undangan yang berlaku.

3. Wajib mengirimkan laporan
PAUD.

sesuai Kketentuan

penyelenggaraan satuan
KETIGA . Pengelola PAUD tidak akan menun
penempatan Guru/Operator dari Pemerintah.

KEEMPAT . Kepala Dinas Pendidikan akan melakukan penilaian dan
atan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

tut pengangkatan /

evaluasi kegi

KELIMA . Apabila hasil penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pengelola mengelola

am Peraturan Menteri

ala Dinas dapat

tidak sesuai dengan syarat dal
Pendidikan dan Kebudayaan maka Kep
melakukan pencabutan izin operasional.
Keputusan ini mulai berlaku sejak dimulainya Tahun

KEENAM
Pelajaran 2020 /2021 dengan ketentuan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

KETUJUH . Izin operasional dapat diperbaharui kembali sebelum

masa berakhirnya dengan ketentuan Pengelola PAUD
mengajukan usulan pembaharuan izin operasional
kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai.
KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ruteng
Pada Tanggal : 01 September 2020

| {85 GANDUR, S.Sos

et
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